
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI B NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAI-IA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dcngan berlakunva Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntangPajak Dacrah dan Rctribusi Daerah. maka seluruh Peraturan Daerah KabupatenSimalungun yang mcngatur tentang Rctribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembalidan discsuaikan dcngan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimanadimaksud di atas:

b. bahwa Rctribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dalamPasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan ditetapkan dcnganPeraturan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan pertiurbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan.huruf b. perlu membentuk Peraturan Dacrah tentang Rctribusi Jasa Usaha;

e.

Mengingat : i . Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembcnlukan DacrahOtonorn Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi SumateraUtara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 . Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
. '(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubnhnn Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Kcuangan Antara
Pcmerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

1

;
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Icnlang Pajak Daerah dan Rctribusi

Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82.Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

/ . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 lentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor S Tahun 1981 lentang Hukvrn Acara Pidana (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 19S3 Nomor 6. Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengclolaan Kcuangan
Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pcmcrintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pcmcrintahan Daerah Kabupalen/'Kola ( Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737 K

10. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaalan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Rctribusi Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119. Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16).
sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun Nomor 17 Taliun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2 ).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEW AN PERWAK1 LAN 11AKYAT DAERAH KABUPATEN SiMAEUN SUN
. dan

B UPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN" :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHAMcnctapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Simalungun .

Pemerintahan Daerah adalah Pcnyclcnggaraan Urusan pemerintah oleb
Pemerintah Daerah clan Dewan Pcrvvakilan Rakyat Daerah menurut a/.as
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Rcpublik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 1945.

n
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3. Pemcrintah Dacrah adalah Bupati dan perangkal daerah sebagai unsurpenyelenggttja Pemerintahan Dacrah.
4. Bupaii adalah Bupati Simalungun.
5. Dcwan Pcrwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalahLembaga Perwakilan Rakyat Dacrah sebagai unsur pcnyclcnggaraPemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah Pcgawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pendapatandacrah scsuai dcngan pcraturan perundang-undangan.
“ Satuan Kcrja Perangkal Dacrah. yang sclanjutnya disingkat SKPD adalahperangkal daerah pada pemcrintah dacrah.
8. Pcraturan Daerah adalah pcraturan perundang-undangan yang dibentuk olcliDPRD Kabupatcn Simalungun dcngan persetujuan bersama Bupati.9. Pcraturan Bupati adalah Pcraturan Bupati Simalungun.
10. Badan adalah sckumpulan orang dan alau modal yang merupakan kesatuan,baik yang mclakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroankomanditcr. perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN). ataubadan usaha milik Daerah (BUMD) dcngan nama dan dalam bentuk apapun,fimia kongsi. koperasi. dana pensiun, persekutuan, pcrkumpulan, yayasan,organisasi massa. organisasi sosial polilik, atau oragnisasi lainnya, lembagadan bentuk badan lainnya lermasuk kontrak investasi kolektif dan bentukusaha tetap.
11. Rctribusi Daerah. yang sclanjutnya disebut Retribusi EJaerah adalah

pemungulan dacrah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentuyang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pcmerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemcrintah Dacrah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmatioleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerilah Dacrah dcngan

menganut prinsip-prinsip komersial, Icarcna pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh scklor swasta.

14. Wajib Retribusi Dacrah adalah orang pribadi atau Badan yang mcnurul
pcraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi. termasuk pemungut alau pemotong retribusi tertentu.

15 - Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemcrintah Dacrah yang bersangkutan.

16. Surat Sctoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang tclah dilakukan dengan
menggunakan fomiulir atau tclah dilakukan dcngan cara lain kc Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah, yang sclanjutnya disebut SKRD adalah
sural ketetapan retribusi dacrah yang menentukan besarnya iumlah pokok
retribusi yang terulang.

18. Sural Tagihan Retribusi Dacrah, yang sclanjutnya disingkat STRD adalah
sural untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrate berupa
bunga atau denda.
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y9. Pcmcriksauii adalah serangkaian kcgiatan mengliimpun clan mengelola data.L kctcvangan. dan/atau bukti yang dilaksanakan sccara objcktif dan sccara
E,. proicsionai bcrdasarkan sualu standar pcmcriksaan untuk mcnguji kcpatuhangi pemcnuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalamrangka mclaksanakan kctentuan pcraturan pcrundang-undangan pcrpaiakanW' daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan lindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah scrangkaianh tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pcgawai Negeri Sipil dilingkungan

Pemerintahan Kabupaten Simalungun. yang selanjutnya dapal disebutPenyidik. untuk mencari scrla mcngumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat tcrang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi sertaI’

: menemukan tersangkanya.

m.

Wammw;

BAB II
RETRIBUSI JASA USAHAm

Bagian Kcsatu
denis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

Im m

fefcnis Retribusi Jasa Usaha dalam Pcraturan Daerah ini meliputi :
wetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;^HPribusi Tempat Pelelangan;

kJretnbusi Terminal;
retribusi Tempat Khusus Parkir;

pEWOTibusi Tempat Pcnginapan/Pesanggrahan/Villa;: reiribusi Rumah Potong Hewan;
M-; retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
||:h.V retribusi Pcnjualan Produksi Usaha Daerah;
BPPretribusi Pasar Grosir dan/atau Perlokoan; dan

m

I I

Ey)?: retribusi Pelayanan Kepclabuhan:
jpenis Retribusi Jasa Usaha seiain yang diatur dalam Pcraturan Daerah mi ditetapkan dengan^Mteraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada pcraturan pcrundang-undangan.

Pasal 3

SHdiap jenis Retribusi sebagaintana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Bagian Kcdua
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf J
Mama. Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4
4 I

Mjjcngan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran alas^Mayanan yang disediakan oleh pemerintah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan Daerah.
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Pasal 5

fO) Objck Retribusi Pemakaian Kckayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daen^mcliputi alat angkr.tan, ala; berat. alat bcsar dan alat iainnya, laboraloriuni/qualily control.I (2) Dikecualikan dari pengertian pcmakaian kckayaan Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (t) 7 ^adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.i

1

Pasal 6

fcSubjek Rctribusi Pemakaian Kckayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yangBmcnggunakan/mcnikmati pelavanan jasa mas pcmakaian kckayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mcngukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 7

•;

If TinSkat penggunaan jasa Rctribusi Pcmakaian Kckayaan Dacrah diukur berdasarkan jenis, lokasi,S dan lamanva pcmakaian kckayaan Daerah .

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Rctribusi

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkanpada tiijuan untuk memperoleh kcuntungan yang layak.
(2) Kcuntungan yang layak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yangdiperoleh apabila pelavanan jasa usaha tersebut dilakukan secant efisien dan berorientasi padaharga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Bcsarnya Tarif Rctribusi

Pasal 9
' I

Struktur dan bcsarnya tarif Retribusi Pcmakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :.

Pcmakaian Alat - alat HeratA.

E
Nama Alat Scrva/ HariI Road Greader

Whell Loader / Schovcl
Rp. 500.000.-
Rp. 500.000.-

i 3 Excavator Rp. 650.000.-
Pcmadat Tanah ( Stamper ) Rp. 50.000.-

Roller Tandem ( Mcsin Gilas ) Rp. 200.000.-
Vibratory Roller Rp. 250.000.-

Water Tanker Truck Rp. 150.000.-
Dump Truck 3-4 M' Rp. 200.000.-par i
Dump Truck 5 - 8 M’ Rp. 300.000.-I Truck Rp. 200.000.-I Air Compressor Rp. 150.000,-

Buldozcr Rp. 650.000.-
Tmck Trado Rp. 500.000.-
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1Tarif Retribusi Pcmakaian Aiat-alat LaboratoriumB.

No Naina Alai Tarif (Rp.)

I Test Laboratorium Pek LPB Kls C
/1 x

Abrasi Test 40.000 Test/ 3.000 m3
/1 x

2. • Gradasi Test
3. CBR Laboratorium
4. | Compaction Test
5. I Aterberg Limit

50.000 Test/ 750 m3

/ 1 x
6 . Sand Cone Test 40.000 Test/ 750 m3

/1 x
Radar Air Test7. 20.000 Test/ 50 m3

II Test Laboratorium Pek LPA
| Macadam kcring dan bsisah
| (untuk Base B dan Base A )

/1 x
Abrasi Test1. 40.000 Test/ 3.000 m3

/1 x
O Gradasi Test 50.000 Test/ 750 m3

/1 x
CBR Laboratorium 75.000 Test/ 750 m3

/ 1 x
4. Compaction Test 50.000 Test/ 750 m3

/ 1 x
Aterberg Limit 40.000 lest/ 750 m3

/ 1 x
6 . Sand Cone Test 40.000 Test/ 750 m3

/1 x
Radar Air Test7. 50.000 Test/ 50 m3

| Concrete Blok Tester
i (Test Kubus Beton ) Mix Design
i Beton dan Test Kubus Beton

III

Abrasi Test 40.000 / 1 x Test1 .

2. i Gradasi Test 50.000 /1 x Test

40.000 /1 x TestBerat Jenis3.

25.000 / lx TestI Berat I si4.

20.000 /1 x Test (2,5 m3-25m3)Slum Test5.

25.000 / lx TestTest bahan organik daiam pasir6.

25.000 /1 x TestTest Kubus Beton7.
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| Pek. Lapcn Burtu dan BuninIV
/1 x

I . AbrasiTcst 40.000 Test/ 3.000 m3
/1 x

2. ( Gradasi Test

3. Kadar Aspal

50.000 Test/ 500 m3
/1 x

25.000 Test/ 800 m3

Pek. Pcreneanann Campuran
V Hotroix

Abrasi 40.000 /1 x Test

Gradasi

3. I Kclekatan Aspal pada Batuan

4. Marshall Test

5. Test Core Drill

2. 50.000 /1 x Test

25.000 / 1 x Test

50.000 71 x Test

50.000 / Titik

Bagian Ketiga
Rctribusi Tcmpat Pelelangan

Paragraf 1
N'ama. Objek dan Subjek Rctribusi

Pasal 10

Dengan nama Rctribusi Tcmpat Pelelangan dipungut rctribusi sebagai pembayaran alas pelavanan
penyediaan tcmpat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Dacrah.

Pasal 11

(1 ) Objek Rctribusi Tcmpat Pelelangan adalah penyediaan lempat pelelangan yang secara khusus
disediakan oleh Pemerintah Dacrah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan
serta fasilitas lainnya yang disediakan di lempat pelelangan.

(2) Tcnnasuk objek Rctribusi sebagaimana dimaksud pada aval (1 ) adalah tcmpat yang dikontrak
oleh Pemerintah Dacrah dari pihak Iain untuk dijadikan sebagai tcmpat pelelangan.

ijH i (3) Dikccualikan dari objek Rctribusi sebagaimana dimaksud pada aval (1) adalah tcmpat
pelelangan yang disediakan. dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN. BUMD. dan pihak swasta.

Pasal 12

|L Subjek Rctribusi Tcmpat Pelelangan adalah orang pribadi alau Badan yang mcnggunakuii/menikmati
[j|pelayanan penyediaan tcmpat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Dacrah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkal Penggunaan Jasa Retribusi

"
Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Rctribusi Tcmpat Pelelangan diukur berdasarkau nilai tiansaksi yang
dilelang.
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Paraera:3
Prinsip dan Sasaran Peneiapan Tarif Retribusi

Pasal 14

|l) Prinsip dan sasaran dalam peneiapan tarif Rctribusi Tempal Pelclangan didasarkan pada tujuan
untuk memperoleh kcuntungan yang layak.

W2) Kcuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keunlungan yang

diperoleh anabila pclayanan jasa usaha tcrscbut dilakukan sccara cfisicn dan bcroricntasi pada

K harga pasar.

m

Paragraf 4
Struktur dan Besamya Tarif Rctribusi

Pasal 15

Etruktur dan besamya tarif Rctribusi Tcmpat Pelclangan ditetapkan sebesar 3% (tiga person) dari
Barga atau nilai transaksi yang dilclang dan dibebankan kepada Pemcnang Lclang.

Bagian Kccmpat
Rctribusi Terminal

Paragraf 1
Nania, Objek dan Subjek Rctribusi

Pasal 16

jDengan nama Rctribusi Terminal dipungut rctribusi sebagai pembayaran atas pclayanan penyediaan

|tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tcmpat kegiatan usaha, dan fosilitas
K lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 17

K (1) Objek Retribusi Teiminal adalah pclayanan penyediaan tcmpat parkir untuk kendaraan

penumpang dan bis umum. tcmpat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal,

yang disediakan, dimiliki. dan/atau dikclola oleh Pcmerinlah Dacrah.

^ (2) Dikecualikan dari objek Rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal yang

disediakan. dimiliki. dan/atau dikclola oleh BUMN, BUMD, dan pihak svvasta.

Pasal 18

Subjek Rctribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati

pclayanan penyediaan tempal parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tcmpat kegiatan

usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Rctribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di

terminal dan waktu pemakaian.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Peneiapan Tarif Rctribusi

' Pasal 20

( l ) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh kcuntungan yang layak.
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P) Keuntungan yang layak scbagaiinana dimaksud pada ayat (1 ) adalah kcuntungan yang
dipcroleh apabila pelayananjasa usaha tcrsebut dilakukan sccara cfisicn dan bcroricntasi pada

I hargapasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Rctribusi

Pasal
’
21

[Struktur dan bcsamva tarif Rctribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

Jenis TarifNO
TPR Terminal :
1. AKAP :

- Bus
- Mopen

Rp. 2.000.-
Rp. 1.500,-

2. AKDP :
- Bus Rp. 1.500,-

Rp. 1.000.-Mopcn
3. ANGDES :

Rp. 1.500,-
Rp. 1.000.-

Bus
Mopcn

Fasilitas \VC / Kamar Kccil :

iRp. 500,-
Rp. 1.000.-

Buang Air Kccil
Buan.g Air Besai / Mandi

Fasilitas Perkantoran dan Kantin
- Loket Bus / MPU
- Kantin
- Kios

Rp. 800.-/hari
Rp. 1.500.-/hari
Rp. 1.000.-/hari

Fasilitas lainnya
Contoh : Penjualan Souvenir

4.
Rp. 40.00Q.-/M7Tahun

Bngian Kelima
Rctribusi Tempat Khusus Parkin

Paragraf 1
Nama. Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Rctribusi Tempat Khusus Parkir dipungut rctribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
tempat khusus parkir.

Pasal 23

fl ) Objek Rctribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan ternpat khusus parkir yang disediakan,

dimiliki. dan/alau dikclola oleh Pemcrintah Daerah.
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(2) Dikecuaiikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1W
tempat parkir yang discdiakan. jlimiliki, dan/atau dikclola olch Pemcrintar
dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang me
menikmati pefayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2
Cara Mcngukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 25

^ftTingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan
iamanya parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26
4
c

:
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif R.ctribusi Tempat Khusus Parkir didasarkau pada

tujuan untuk mcmperolch keuntungan yang layak.
I (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang

diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan sccara efisien dan berorientasi pada
harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dilclapkan sebagai berikut :

Sedan. Pick Up, Mini Bus. dan sejenisnya :
- untuk 2 jam pertama
- untuk setiap jam berikulnya
- untuk per hari

Scpeda Motor :

- untuk 2 jam pertama
- untuk setiap 1 jam berikutnya
- untuk per hari

Rp. 2.000,00
Rp. • 1.000,00
Rp. 13.000,00

b.
Rp. 1.000.00
Rp. 500,00
Rp. 6.000,00

Bagian Kecnain
Retribusi Tempat Penginapan/Pcsanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dcngan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pcsanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan tempat pcnginapon/PesanggrahanAhlla.

'
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Pasal 29

) ( I ) Objek F.ctribusi Tempat IJcnginapan/Pcsanggrahan/Villa adalah ••

•.jg| penginapan/pesanggrahan/villa yang discdiakan, dimiliki, dan/'alau dikclola.
Dacrah.

i
4

(2) Dikecualikan dari objek Reiribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaj,
tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang discdiakan. dimiliki, dan/atau dikelola *olcn
Pcmerintah. BUMN. BUMD. dan pihak swasta.

Pasal 30

I Subjck Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang
k menggunakan/menikmati pelayanar. tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pcnggunaan Jasa Retribusi

W

Pasal 31

Tingkat pcnggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan
ijumlah kamar dan waktu pemakaian serta pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penctapan Tarif Retribusi

Pasal 32

$ (1) Prinsip dan sasaran dalam penctapan tarif Retribusi Tempat Pcnginapan/Pcsanggrahan/ Villa
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh kcuntungan yang layak.

|(2) Kcuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kcuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tcrscbul dilakukan sccara efisien dan berorientasi pada
harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Bcsamya Tarif Retribusi

Pnsal 33

K Struktur dan besamva tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit/malam.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hcwan

Paragraf 1
Nama. Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

& Dcngan nama Retribusi Rumah Potong Hcwan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
K pclavanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hcwan temak.

Pasal 35

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hcwan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah
pemotongan hcwan temak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehalan hewan scbclum dan
sesudah dipotong. yang discdiakan. dimiliki. dan/atau dikelola oleh Pcmerintah Daerah.
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;

(2) Dikccualikan dari objck Rctribusi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ad '

pcnyediaan fasilitas rumah peoiotongan hcvvan tcmak yang disediakan, d;
dikclola olch BUMN. BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjck Rctribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang9 menggunakan/menikmati pelavanan pcnyediaan fasilitas rumah pemotongan hcwan temak. >r-:t

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pcnggunaan Jasa Rctribusi"

Pasal 37

ITingkat penggunaan jasa Rctribusi Rumah Potong Hcwan bcrdasarkan jenis pelayananjenis he
Etemak. dan jumlah temak yang akan dipotong.

wan

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Pcnctapan Tarif Rctribusi

Pasal 38

; (1) Prinsip dan sasaran dalam pcnctapan tarif Rctribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh kcuntungan yang layak.

;(2) Kcuntungan yang iayak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kcuntungan yang
diperoleh apabila pclayanan jasa usaha tersebut dilakukan sccara efisien dan berorientasi pada
harga pasar.

Paragraf 4
Struklur dan Bcsarnya Tarif Rctribusi

Pasal 39

(1) Struklur dan bcsarnya tarif Rctribusi R.umah Potong Hcwan ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Rctribusi Rumah Potong Hcwan/Unggas

Jenis Hewan dan tarif Retribusi (per ekor)
Kerbau/Sapi

/Kuda
Kambing/

Domba
N Komponcn RctribusiO Babi Unggas

CRPO (RP-) (Rp-) IRPO
Biaya Jasa Pcmakaian RPH/RPU
Pemeriksaan hcwan di
Pcrusahaan
Biaya pemeriksaan hcwan.
daging
dalam RPH/RPU
Biaya pemeriksaan hcwan,

daging
diluar RPH/RPU

10.000 6.000 3.000 150

1503.000 1.500 1.5002 .

7.500 3.000 1.500 ICO3.

1.500 1007.500 3.0004 .

-1

.
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rlizkm XjKkaa^ttaRetrih T empat Rtkreavl dan Obfnraga

Paragraf 1
Name.Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

IDengan nama Rctribusi Tcmpat Rckrcasi dan Olahraga dipungut retribusi scbagai pembayaran atas
HjM- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata. dan olahraga.

Pasal 41
.

(1) Objek Rctribusi Tcmpat Rckrcasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata,
dan olahraga yang disediakan. dimiliki, dan/alau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
tcmpat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 42

BSubjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang
Emenggunakaa/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 43

J Tingkat penggunaan jasa Rctribusi Tempat Rckrcasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis
pengguna, frekuensi pemanfaalan serta jenis tempat rckrcasi dan olahraga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Pcnctapan Tarif Retribusi

Pasal 44

(1) Prinsip dan sasaran dalam pcnctapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperolch apabila pelayanan jasa usaha tersebul dilakukan secara efisien dan berorientasi pada
harga pasar.

;

Paragraf 4

Slruktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 45

(1) Struktur dan besarnya tarif Rctribusi Tempat Rekreasi ditetapkan sebagai berikut :

a. Perorangan Rp. 2.000,00/hari
Rp. 2.500,00/harib. Sepeda motor

Mobil colt, pick up, sedan dan sejenisnya Rp. 5.000,00/hari
Rp. 7.500,00/hari

c.
d. Mobil mini bus dan sebagainva
c. Mobil bus. truk dan sejenisnya Rp. 10.000,00/hari

t

*
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Buktur clanbcsarnya tarif Reiribusi Tempal Olahraga diiciapkan scbagai berikul :

K jbiis ilcmpat Olahraga Tarif untuk Umum . Tarif untuk Pclajar

BpyTenis laparigan
B1 Buiu tangkis
Mpasfcthcii

TSS.
WW' VJZZZSL
Irf. Scpak 'co'ia

g.. g. Futsai
F h. Arung Jeram

Keicrangan
Rp. 3.000.00 /orang/2 jam
Rp. 2.000.00 /orang/2 jam
?-. 20.2C0.CQ dm'same

Rp. 5.000.00
Rp. 2.500.00

-• iT- r>-
5.02.X .'rglam

?vp. 125.000,00 /tim/2 jam
Rp. 50.000,00 /tim/2 jam
Rp. 7.500,00 /orang/lrip

Pvp. 1 50.000.00
Rp. 75.000.00
Rp. 7.500,00

Bagian Kcscinbiian
Retribusi Pcnjualan Produksi Usalia Dacrah

Paragraf 1
Nama. Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 46
5

I|engan nama Rctribusi Pcnjualan Produksi Usaha Dacrah dipungut rctribusi alas pcnjualan hasil
I produksi usaha Pemcrintah Dacrah.

Pasal 47

I o ) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dacrah adalah pcnjualan hasil produksi usalia
Pemerintah Daerah.

[2) Dikccualikan dari obiek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah penjualan
. mi produksi oleh Pemcrintah, 13UMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 48
I ISubjek Rctribusi Pcnjualan Produksi Usaha Dacrah adalah orang pribadi atau Bndan yang
I grnienggunakan/m.cnikmati pelayanan jasa penjualan basil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Coxa Mcngukur Tingkat Pcnggunaan Jasa Rctribusi

Pasal 49
im

WTingkat pcnggunaan jasa Rctribusi Pcnjualan Produksi Usaha Dacrah berdasarkan jenis, jenis
[komoditas. ukuran, dan volume hasil produksi usalia dacrah yang dijual.!

1 Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Pcnetapan Tarif Rctribusi

Pasal 50

I 1(1) Prinsip dan sasaran dalam pcnetapan tarif Rctribusi Pcnjualan Produksi Usaha Dacrah
didasarkan padu tujuun untuk mcmpcrolch kcuntungan yang layak.

I1(2) Kcuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kcuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada
harga pasar.

;

I
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Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

(1) Struktur dan besarnya tarif Rerribusi Penjualan Prodnksi Usaha Daerah ditetapkan sebesar 5%
(lima persen) dari nilai jual hasii produksi usaha daerah.

K (2) Kctentuan lebih lanjut mengenai harga basil produksi usaha daerah ditetapkan oleh Peraturan
Bupati.

.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Paragraf 1
Naina, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas
pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang

Wisediakan/disclenggarakan oleh Pemcrintah Daerah.

Pasal 53

K( l ) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir
berbagai icnis barang. dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang
disediakan/disclcnggarakan oleh Pemcrintah Daerah.

|(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar
yang disectiakan, dimiliki, dan/atau dikeloia oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 54

1 ISubjck Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi alau Badan yangImenggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang. dan|;fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/disclcnggarakan oleh Pemcrintah
Daerah.

- 5

Paragraf 2
Cara Mcngukur Tingkat Pcnggunaan Jasa Retribusi~

Pasal 55
*

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan luas dan jenis
bangunan serta jenis pengguna fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasartm Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 56

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh kcuntungan yang layak.
Kcuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah kcuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada
harga pasar.
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Paragraf 4
Struktuiydan Bcsamya Tarif Rclribusi

Pasal 57

plniktur dan bcsamya tarif Rclribusi Pasar Grosir dan /'atau Pcrtokoan ditetapknn sebagai bcrikut :
.. . 1 Jervis Penvcdiaan L . ,

% Kclas ; ; Luas bangunan (m2 ) Tarif (Rp.) / bari

1 s.d. 100 7.500
Ruko > 100 s.d. 200 10.000

| di atas 200 15.000i
1 s.d. 5 2.000..

> 5 s.d. 10 2.500
3.000> 10 s.d . 15

Toko > 15 s.d. 20 4.000
> 20 s.d. 25 5.000
> 25 s.d . 30 6.000

i Diatas 30 7.000

Bagian Kescbclas
Rctribusi Pelayanan Kepelabuhan

Paragraf 1
Nama. Objck dan Subjck Retribusi

Pasal 58

iDengan nama Rclribusi Pelayanan ivepelabuhan dipungut Rctribusi sebagai pembayaran alas jasa
pelayanan kepelabuhan term.asuk fasililas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dikelola Pemcrintah

Daerah.

.

,

Pasal 59

(1) Objck Rctribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah
pelayanan jasa kepelabuhan. lermasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang

I disediakan, dimiliki. dan/aiau dikelola oleh Pcmerinlah Daerah:
6(2) Dikecualikan dari objck retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa

kepelabuhan yang disediakan. dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUJMD.
dan Pihak Swasta.

Pasal 60

' (1) Subjck Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
jasa pelayanan kepelabuhan:

(2) Wajib Rctribusi Pelayanan Kcpelabulian adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan perundang-undangan rctribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran rctribusi
Pelayanan Kepelabuhan.

. Paragraf 2
Cara Mcngukur Tinekat Pcnggunaan Jasa Rctribusi

Pasal 61

Tingkat pcnggunaan jasa diukur berdusarkan jangka wa
kapal.

ktu pemakaian fasilitas pelayanan pelabuhan

&
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Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Pcnetapan Tarif Retribusi

Pasal 62

pi Prinsip dan sasaran daiam pcnetapan tarif Retribusi Pelayanan Kcpclabultan didasarkan pada
j tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan sccara efisien dan berorientasi pada
harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

. jjfl (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Pelayanan fasilitas yang ada pada pclabuhan.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kcpelabuhan ditetapkan sebagai berikut :

- Tarif Retribusi Pelayanan Kcpelabuhan :

Tarif (Rp.)No Biaya .Sandar
Kapal Motor Penumpang
(Ferry)
Kapal Motor Penumpang
Perahu Bermotor

7.000
4.000
1.000
2.000
2.000
1.000

1
2

i 3
Speed Boat
Scooter Air
Sepeda Air
Masuk pelabuhan :
Kendcraan Roda 6 (cnam)
Kendcraan Roda 4 (empat)
Kendcraan Roda 3 (tiga)

J Kendcraan Roda 2 (dua)

4
5
6

3.000
2.000

' 2.000
2
3

1.0004

BAB III
\YT LAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 64

Retribusi Jasa Usaha yang tcrutang dipungut di wilayah Dacrah.

BAB IV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 65
-

P-Saat Retribusi tcrutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.
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XBAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

IBagian Pcrtama
Tata Cara Pemungutan

Basal 66

r

i(1 ) Pcmungulan rctribusi dilarang diborongkan.
. jH{2) Rctribusi dipungut dcngan mcnggunakan SK.RD alau dokumcn lain yang dipcrsamakan.

(3) Dokumcn lain yang dipcrsamakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bcaipa karcis,

kupon. dan karlu langganan.
H:(4) Kctcntuan lebih lanjut mengcnai tata cara pclaksanaan pemungutan rctribusi, diatur dcngan

Peraturan Bupati.

r
i;

In
Bagian Kcdua

Tata Cara Pcmbavaran
Pasal 67

i
;

v|l (1) Pcmbavaran rctribusi yang tcrutang dilunasi sckaligus.
Rctribusi yang tcrutang dilunasi sclambat-lambatnya 15 (lima bclas) hari scjak dilerbitkannya
SKRJD atau dokumcn lain yang dipcrsamakan.

‘HH (3) Kctcntuan lebih lanjut mengcnai lata cara pembayaran. penyetoran tempat pembayaran
retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 68

. Balam hal Wajib Retribus’ tiaak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi
I administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua person) setiap bulan dari besarnya retribusi yang

r :f§ tcrutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dcngan mcnggunakan STRJD.

Bagian Kecmpat
Tata Cara Pcnagihan

Pasal 69

S (1 ) Pcnagihan Rctribusi tcrutang didahului dcngan surat teguran.

I (2) Surat teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (1 ). awal tindakan pclaksanaan pcnagihan
retribusi dikeluarkan scgcra sctclah 7 (tujuh) hari scjak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari sctclah tanggal surat teguran, wajib rctribusi harus mclunasi
retribusinya yang tcrutang.

(4) Surat Teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dikeluarkan oieh Bupati atau Pejabat yang
dihunjuk.

(5) Kctcntuan lebih lanjut mengcnai tata cara pemungutan dan pcnagihan rctribusi, diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
PEM AN FAATAN

Pasal 70

sine-masing dari jenis Retribusi scbagaimana dimaksud dalam(!) Pemanfaatan dari penerima ma
Pasal 2. ’ diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan lengsung dcngan

pcnvclcnggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Kctcntuan lebih lanjut mengcnai alokasi pemanfaatan pcncrimaan rctribusi scbagaimana

dimaksud pada ayat ( 1). diatur dcngan Peraturan Dacrah.%
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i
'al ( I ) dilakuknn

' SKRDLB.
'•Ina) btilan,

’ambatan

iBAB VII
,KEBERATAN

Pasal 71

) Wajib Retribusi tertcntu dapat mcngajukan kcbcratan hanya kcpa
|ditunjuk atas SKRD atau dokumen Iain yang dipcrsamakan.
|s Keberatan diajukan secara tcrtulis dalam bahasa Indonesia denf
1' jelas.
i) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (i,

diterbitkan. kecuali jika Wajib Retribusi iertentu dapat menunjukkan bafrvvti Jw.

tidakdapat dipenuhi karena keadnan di luar kekuasaannya.

I) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sualu keadaan yang
terjadi di luar kchendak atau kckuasaan Wajib Retribusi .

j) Pcngajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan
I Retribusi.

'busi b\

Pasal 72

1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima
| harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Kcputusan

! Keberatan.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah untuk memberikan kepastian hukum
bagi Wajib Retribusi. bahwa keberatan yang diajukan haras diberi keputusan oleh Bupati.

3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak,
I atau mcnambah besamya Retribusi yang teratang.

4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
p memberi suatu keputusan. keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 73

|) Jika pcngajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kclebihan pembayaran
Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga.sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk
paling lama 12 (dua belas) bulan.

P) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dihitung sejak bulan pelunasan sanipai
dengan diterbitkannya SKRDLB.

. BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 74

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam. jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan, sejak diterimanya permohonan.

I pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). haras

memberikan keputusan.
h) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak

memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap

i dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB haras diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1

S (satu) bulan.

c(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi

I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

utang Retribusi tersebut.

>i
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Pcngembaliun keiebihan pembayaran Rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (ylua) bulan sejak ditcrbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
Jika pengcmbalian keiebihan pembayaran Rctribusi dilakukan sctclah lewat 2 (dim) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga scbesar 2% (dua persen) sebuian alas keterlambatan
pembayaran keiebihan pembayaran Rctribusi.
Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pengcmbalian keiebihan pembayaran Rctribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
K EDALUWARSA PENAGIHAN

Basal 75

Hak untuk mclakukan penagihar. Rctribusi mcnjadi kedaluwarsa setelah mclampaui waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnva Rctribusi. kccuali jika Wajib Rctribusi melakukan
tindak pidana di bidang Rctribusi .
Kedaluwarsa penagihan Rctribusi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Tcguran; atau

I; b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Rctribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

^B) Dalam hal diterbitkan Surat Tcguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal ditcrimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Rctribusi secara langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Rctribusi dan
belum melunasinya kepada Pcmcrintali Daerah.
Pengakuan utang Retribusi sccara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 76

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Bupati menctapkan Keputusan Pcnghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pcnghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB X
PEMBEKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 77

Bupati berwenang mclakukan pemeriksaan untuk menguji kcpaluhan pemenuhan kewnjiban
Retribusi dalam rangka melaksnnakan peraturan perundang-undangan tentang Rctribusi Daerah.

$2) Wajib Retribusi yang dtperiksa wajib:
1 a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau Catalan, dokumcn yang mcnjadi

dasamya dan dokumcn lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang tcrutang;
b. memberikan kesempatan untuk mcmasuki tempat atau ruangan yang dianggap pcrlu dan

memberikan bantuan guna kclancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

P) Ketentuan lebih lanjul mengenai tala cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peratuva, '
Bupati .
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BAB XI
PEN1NJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 78

Tarif Retribusi ditinjau kcmbali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkcmbangan perckonomian.
Kctentuan Icbih lanjut mengenai pcnctapan tarif Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

P)

1(3)

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 79

m Instansi yang melaksanakan pcmungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pcncapaiankinerja tcrtcnlu.
Pemberian insentif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mclalui Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah .
Kctentuan Icbih lanjut mengenai lata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 ), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah.

(2)

(3)

$ BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 80
3

Pejabat Pcgawai Negeri Si pi! tcrtcnlu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik unluk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mukum Acara Pidana.
Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah pejabat pcgawai negeri sipil lertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
kctentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
menerima. mencari, mengumpulkan, dan meneliti kctcrangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar kctcrangan atau laporan tersebut
menjadi Icbih lengkap dan jelas;
meneliti. mencari. dan mengumpulkan keterangan. mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah:
mcminta kctcrangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
memcriksa buku, Catalan, dan dokumcn lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah;
melakukan penggclcdahan unluk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumcn lain, serta melakukan pcuyilaan terhadap balian bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pclaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah:
menyuruh berhenti dan/atau melarang scseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang bcrlangsung dan memcriksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa:
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i(2)

* 1
p )

*
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g -

h.
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i. memanggii oranu untuk uidcngar keterangannya dan dipcriksa scbagai tersangka atau
saksi:

j. menghentikan pcnyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang pcrlu untuk kclancaran pcnyidikan lindak pidana di bidang

Retribusi Dearah sesuai dcngan ketentuan peraturan perundangundangan.
Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberitahukan dimulainya pcnyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada Pcnuntut Umum melalui Penyidik pejabat PolisiNegara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan keuangan DaerahM diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana clenda paling banyak 3 (tiga) kali
.111 jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 82

KDcnda scbagaimana dimaksud dalam Pasal 82. mcrupakan Penerimaan Negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

dll Pada saat Peraturan Daerah ini bcrlaku. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah
» lentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih sclama jangka waktu 5 (lima) Talntn terhitung

j^m sejak saat terutang.
f

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Dengan bcrlakunya Peraturan Daerah ini. maka :

a. Peraturan Daerah Kabupatcn Simalungun Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian
Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Simalungun Tahun 2001 Nomor 23 Seri B Nomor 23);

b. Peraturan Daerah Kabupatcn Simalungun Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal
Angkutan Pcnumpang (Lembaran Daerah Kabupatcn Simalungun Tahun 2001 Nomor 36 Seri B
Nomor 36);

; c. Peraturan Daerah Kabupatcn Simalungun Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tempat Rekreasi dan
Olahraga (Lembaran Daerah Kabupatcn Simalungun Tahun 2001 Nomor 13 Seri B Nomor 13).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pclaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal 86

tPeraturan Dacrnh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Hi Agar supaya sciiap orang dapat mcngctahuinya. mcmerintahkan pengundangan Pcraturan Dacrah ini
Hrdengan pcncmpalannya dalam Lcmbaran Dacrah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 22~ 11 “ 2011

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.
J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanagal 25-11- 2•11

SEKRETAIUS D^TAU^ytABUPATEN SIMALU NGUN,

m/G INTING
LEMBARAN SIMALUNGUN TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI

d

/ft
NOMOR 9B
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